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ABSTRAK

(Studi Kasus di BAWASLU kabupaten Semarang)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran
proses Pemilu tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan
kualitatif . Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data
primer adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan
informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan,
pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi
Jateng dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek
yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran
administrasi. a). Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menerima laporan pelanggaran
pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran pemilu dengan 3 dugaan
temuan oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Semarang. b). Memeriksa laporan dapat
dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi laporan apakah sebagai pelanggaran atau
bukan pelanggaran dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi
melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji
kebenaran laporan pelanggaran administrasi. c). Merekomendasikan pelanggaran
administrasi dilihat dari tiga aspek yaitu pengawasan tindak lanjut temuan dengan
melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur, urgensi
pengawasan dan laporan pelanggaran, meregistrasi pelanggaran pemilu yang telah
memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan pelanggaran administrasi dan
pemberian sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Faktor-faktor yang
mempegaruhi pengawasan Kabupaten Semarang dalam aspek menangani pelanggaran
administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang dapat dilihat dari 2 aspek yaitu
faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya
pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran
masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan
jika ditemukan pelanggaran pada pemilu, kesalahan atau penyimpangan anggota
organisasi tidak terjadi pada Bawaslu dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta
pemilu terjadi pada tiga pelanggaran menyangkut pelanggaran proses pemilu, tindak
pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Proses Pemilu



A

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilihan umum
harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih,
jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22
E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.
Sementara itu Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga telah
mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap
dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat
(5) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan
Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan
Pemilihan Umum.

Pasca reformasi keberadaan lembaga pengawas pemilu ini
semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu.
Undang- undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas
pemilihan umum adalah Undang-Undang NRI Nomor 12 Tahun 2003.
Kemudian muncul lagi Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun setelah



diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan
mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkandalam Pasal 22 E
UUD 1945 yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010,
memberikann kepastian akan permasalahhan diatas. Dalam putusannya
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu
tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga lembaga
pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap
dan mandiri.?

Penyelenggaran Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilu. Undang-Undang ini sendiri berpedoman pada putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VI11/2010. Pasal 1 angka 5 UU
RI Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang
terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu
mkesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk

memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis”.!

! Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VI111/2010, Tentang Pengujian Undang- Undang
Nomor :22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi RI, Jakarta, 2010, him, 111



Sebuah negara demokrasi memiliki ciri paling mendasar adalah
keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan
peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi
proses pengambilan kebijakan melalui sebuah kompetisi yang adil, jujur
dan tanpa kekerasan dan bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi,
akan tetapi Pemilu merupakan bagian yang sangat penting, karena
Pemilu berperan sebagai sistem perubahan politik mengenai pola dan
arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik

dan tertib .

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan
oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu
Negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal.
Pertama, Pasallayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan. Kedaulatan
adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Dari
pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat
salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD NRI 1945 yang
menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5
(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut
dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam

5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945, anggota DPR



dipilih melalui pemilu. Pasal ini adalah pasal yang jelas mengemukakan
eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD NRI 1945
Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-
undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai

pemilu .

Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan
perwakilan, seperti DPR, DPD, danDPRD. Setelah dilakukan
amandemen ke-1V Undang- undang Dasar 1945 pada tahun 2002,
Pemilihan Presiden ~ dan  Wakil Presiden (Pilpres), serta
menggunakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk
dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada
tahun 2004  merupakan Pemilihan ~ Umum Presiden  pertama
dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 20009.
Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014.

Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali.

Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era
Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari
penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha
untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan
perundang-undangan yang mendukung Kkinerja dari penyelenggara.
Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun
sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan

perundang-undangan baru yaitu Undang- undang Nomor 15 tahun 2011



tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai penganut Undang-undang
Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-
undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan
Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitian
(ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap).

Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-undang
mengenai penyelenggaraan pemilu. Dengan mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara perubahan
mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan
status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang
semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk badan (bersifat
tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pegawas pemilu
kedua juga mengadili.

Pemilu yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin
yang bersih. Pemimpin yang bersih, akan menjalankan
pemerintahan dengan bersih. Pemerintahan yang bersih secara
demokratis akan ~ menguntungkan rakyat. Maka  secara  garis
besar pentingnya sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa
depan sebuah bangsa dan Negara namun dalam implementasinya masih
banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi untuk

mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan. .

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang



dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya. Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk
pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin
kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di
tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Badan
Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja

maka diusulkan agar menjadi permanen.

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang — Undang
Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang setelahnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu  yang
mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia.
Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas
anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau
janji jabatan. ~ Bawaslu merupakan  lembaga ad hoc yang
dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat
pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang

terpilih dalam pemilu telah dilantik .

Dimana selama ini dalam pilkada yang diketahui hanya peranan
KPU, namun ternyata jika mengenai kesalahan atau adanya pelanggaran
yang dilakukan dalam proses pemilu ada suatu lembaga yang
dibentuk khusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti
halnya dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur,

DPD, DPRD, DPR RI, presiden dan wakil presiden. Pengawas Pemilu



dibentuk guna mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menampung
pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan

pelanggaran pidana pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga
penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemilu mempunyai wewenang antara lain mengawasi
pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, serta menerima laporan-laporan
dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan
atau laporan yang diperuntukan kepada instansi yang berwenang. Seiring
berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang- undangan
tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017, Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.!Pada
Negara- negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan
presidensil (fixed executive) dan sistem pemerintahan parlementer
(parlemen executive)?. ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi
berupa rekomendasi,  tetapi  sudah menjadi  putusan,  Bawaslu
sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran
administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya

bersifat rekomendasi  tetapi  bersifat putusan/keputusan  yang harus

2 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar
berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan
sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-

kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan  ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu yaitu pada
nomor 4 menerangkan bahwa Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu, lebih lanjut dijabarkan pada poin h yang
menjelaskan bahwa Bawaslu berhak melakukan pelaksanaan perhitungan
dan pemungungat suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang sebagai salah satu
badan pengawas tingkat Kota/Kabupaten yang mempunyai tupoksi
pengawasan di Kabupaten Semarang juga berperan aktif dalam
mengawasi  pelaksanaan  Pilpres  2019. Badan  Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang mencatat pada kampanye pileg
dan pilpres 2019 selama tahun 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran
oleh keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelanggaran itu dengan pola-
pola yang berbeda. Misalnya dengantidak menunjukkan identitas
sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD dan terdapat adanya

indikasi kampanye negatif.

4 Bawaslu.jatengprov.go.id.diakses tanggal 17 November 2021



Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Semarang menemukan dan mencatat bahwa pemilu
2019 diwarnai  dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi
pemilu yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Semarang. Jumlah temuan
dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1
(satu) temuan, satu diantara temuan tersebut dugaan pelanggaran
administrasi pemilu tersebut sebagai berikut: menurut Kasubbag Teknis
Penyelenggara Pengawasan Pemilu (TP3) Benny Nugraha, S .IP.,M.A.
pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Semarang
menyelenggarakan Kegiatan Gelar Tikar untuk Mediasi dalam
Penyelesaian SengketaProses Pemilu. Tepatnya di Aula Bawaslu
Kabupaten Semarang, Jalan Punakarya Raya, Gedangnak, Ungaran

Timur.

Mediasi dalam Penyelesaian sengketa Proses Pemilu telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang
kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun
2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah di rubah
beberapa kali terakhir dengan Perbawaslu 5 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu Kabupaten Semarang) dalam Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemilu tahun 2019 (Studi kasus di Kab. Semarang)”
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C.
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Rumusan Masalah
Berdasarkan latar masalah tersebut diatas dapat dirumuskan

permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun

2019?

2. Apakah faktor yang merupakan Hambatan bagi Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani

pelanggaran proses Pemilu, dan apa Solusinya ?

Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang

diharapkan mampu dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu
tahun 2019.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani

pelanggaran proses Pemilu tahun 2019.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat
baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang dapat
diambil dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan
memeberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap
jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan di bangku
perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai
peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani

pelanggaran proses Pemilu tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih merinci
mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun
2019.

b. Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan
masukan bagi Penyelenggara Pemilihn Umum khususnya KPU,
Bawaslu maupun pihak terkait lainnya dengan penyelenggaran

Pemilu
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Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau
pedoman yang berguna bagii Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Peran Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Semarang dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi
(Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Semarang )”. Dengan penjelasan arti
darijudultersebut yakni:

1. Peran
Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dalam masyarakat®.

2. Badan Pengawas Pemilu
Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia®.

3. Pemilu
Pemilu adalah suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai.
Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik
tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi
karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui
pemilu yang fair’.

4. Sengketa

5 https://kbbi.web.id/peran
6 Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
7 https://kbbi.web.id/pemilu
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Sengketa ialah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada
objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan
diantara mereka. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok

sosial atau institusi®

F.  MetodologiPenelitian
Agar menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-
fakta akurat yang diperoleh dari penelitian, maka metode penelitian yang

digunakanantaralain:

1. Pendekatanpenelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis, yaitu
penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada
peraturan perundang-undangan sertanorma-normayang berlaku di lingkup

BAWASLU KabupatenSemarang.

2. Pendekatan Masalah
Dalam sudi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang membahas mengenai

prinsipperan BAWASLU dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

8 https://elearning.menlhk.go.id/
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3. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan
mendiskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan
yaitu data yang berbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek.
Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder.
a. Data primer.
Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-
undangan.

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Rl No. 11/PUU-VII1/2010,

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
TentangPenyelenggara Pemilu.

3. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman
wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah
dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang
diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam
penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang
data dari hasil observasi di Kantor Bawaslu Provinsi Jateng.

Wawancara dalam penelitian ini  dilakukan dengan
mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan

kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan
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pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam

untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya

jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan
peran Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menangani
pelanggaran proses Pemilu®

4. Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan
yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara
langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. Adapun hal-
hal yang akan diamati antara lain peran Bawaslu Kabupaten

Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu.

b. Data Sekunder
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku
hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal
hukum (dalam bentuk online jugatermasuk).
Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari.:

1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau
beberapa permasalahan hukum, termasuk di dalamnya
ada skripsi, tesis, maupun disertasi hukum.

2) Jurnal hukum

3) Kamus hukum

4) Beberapa putusan hakim

5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

® Agus riyanto ,S.P.,S.H ,wawancara, Kab. Semarang, 3 Januari 2022
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6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum

7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data
dengan menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh data yang
lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil
data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.
Dokumentasi ini diambil guna memperoleh data- data, foto, serta
catatan lapangan.

4. Metodepengumpulandata

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-
data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan
serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca,
mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah
peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang
ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam Tesis
ini. Sedangkan data perimer diperoleh melalui wawancara yang
pertanyaannya sudah dipersiapkanterlebih dahulu.

5. Metode Analisi data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,

maka metode dapat menggunakan metode analisis yang berupa

deskiriptif analisis, dimana di dalamnya menggunakan pendekatan
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kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.!? Secara
sistematis disusun menggunakan analisa kualitatis yang tidak
menggunakan data angka-angka ataupun perhitungan lainnya,
yang menonjol adalah menggunakan gambaran penjelasan
deskripsi isi yang ada pada peraturan, studi kasus permasalahan
dan mengidentifikasi bahan hukum-hukum yang terkait dengan

permasalahan penelitian tersebu



BABII

TINJAUANPUSTAKA

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu
Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk
dijadikanolehpemerintahnegaratersebut.

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah
bentukandariduakatademos(rakyat) dancrateinataucratos (kekuasaandan
kedaulatan). Perpaduan kata demos dan cratein atau cratos membentuk kata
demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk
pemerintahan rakyat di mana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat
dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka
melaluimekanisme pemilihanyang berlangsungsecarabebas.

C. F. Strong mendefenisikan demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik
ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah
akhirnya mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas
itu®,

Menurut Miriam Budiarjo istilahdemokrasiberasal dari Kata Yunani
yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan'*. Dalam

kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan

10C.FStrong, DemokrasiModern,,.....h. 31
11 Demokrasi berasal dari Kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti
kekuasaan (Miriam Budiarjo, 2008: 108)
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untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu
demokrasi langsung (direct democrary) merupakan suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak
berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan
(representative democracy) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak
untuk membuat keputusan politik melaluiwakil yang ditunjuk olehrakyat.

Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah
pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, Negara
berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Selain saluran
demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, untuk mendapat masukan
dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya control terhadap
jalannya pemerintahan, pemerintah yang demokratis berkewajiban
menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi nonformal bisa
berupa penyediaan fasilitas- fasilitas umumatau ruang publik sebagai sarana
interaksi social, seperti stasiun radio dan televise, taman, dll. Sarana publik
ini dapat digunakan oleh semua warga Negara untuk menyalurkan
pendapatnya secara bebas dan aman.Rasa aman dalam menyalurkan
pendapat dan sikap harus dijamin oleh Negara melalui undang-undang yang
dijalankanolehaparaturnyasecaraadil.

Pelaksanaan demokrasi yang berkualitas memerlukan kemauan dan
keseriusan terutama dari pemerintah dan adanya dukungan dari warga

Negara.Jika tujuan menghadirkan demokrasi berkualitas hanya disandarkan
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pada usaha-usaha warga Negara tanpa adanya kemauan dan dukungan dari
pemerintah itu berarti memberikan kesempatan bagi terbukanya persoalan
sosialdalamkehidupanberwargaNegara.

Menurut John Locke berpandangan bahwa kekuasaan penguasa itu
tidak akan mutlak, tetapiselalu terbatas, individu-individu tidak menyerahkan
seluruh hak alamiah mereka, dan dalam mengadakan perjanjian dengan
seorang atau sekelompok orang. Jonh Locke juga menyampaikan bahwa
mewatasi kewenangan penguasa negara kiranya hak-hak asasi warga
negaranya terlindungi. Dominasi tugas negara juga harus dibagi menjadi tiga
kekuasaan yakni, eksekutif (yang mempertahankan peraturan-peraturan dan
mengadili), federative (yang tidaktermasuk lapangan kekuasaan terdahulu)
Jlegislatif (yang membuat undang-undang). Hal ini membatasi seluruh
langkah penguasa negara agar tidak bertindak semaunya tetapi harus
berdasarkan danberakar padaaturanyangberlaku*?.

Sebagaimana diketahui, pemakaian konsep demokrasi di era modern
dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat
padaakhirabadke-18. Pada pertengahanabad ke-20 dalam sebuah perdebatan
menyoal arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Pertama, sebagai
suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan
sumber wewenang bagi pemerintah. Kedua, tujuan yang dilayani oleh
pemerintah dan Ketiga, prosedur untuk membentuk pemerintahan. Kriteria

demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John

2EyiPurnamawati, “PerjalananDemokrasi Dl Indonesia”, Vol.18 Nomor 2, Mei 2020, hIm. 252
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H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengonseptualisasikan
demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dijalankannya prinsip-
prinsip berikut:

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan
perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun
pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat-alat
perwakilanrakyat yang efektif.

2. Adanyasikaptoleransiterhadap pendapat yang berlawanan

3. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada
ruleoflaw tanpamembedakankedudukanpolitik.

4. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan
yang efektif.

5. Diberinya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik,
organisasi, kemasyarakatan, masyarakat, dan perseorangan serta prasarana
pendapatumumsemacampersdan mediamassa.

6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan
pandangannyabetapatampak salahdantidak populernyapandanganitu.

7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan
dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasi dan diskusi
daripada koersi dan represi. Henry B. Mayo melanjutkan dengan
menyebutkan nilai-nilai yang harus dipenuhi agar negara dapat disebut
sebagai demokrasi di antaranya. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian

secaradamaidansukarela.
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Pengertian demokrasi secara istilah menurut para ahli, adalah sebagai
berikut:*®

a. Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-
individumemperolehkekuasaanuntuk memutuskan caraperjuangan
kompetitif atas suara rakyat. Schumpeter juga menyatakan
pengertian demokrasi secara sempit yaitu demokrasi merupakan
mekanisme politikuntuk memilih pimpinan politik.

b. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana
keputusankeputusan pemerintahan yang penting secara langsung
atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikasecarabebasdarirakyat dewasa.

c. HenryB. Mayo, demokrasiadalah sistem politik yang menunjukkan
bahwa kebijakan umum ditentukan atas asar mayoritas oleh wakil-
wakil secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala
yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan
dalamsuasanaterjaminnyakebebasanpolitik.

Dari beberapa pengertian demokrasi dan pendapat para ahli, maka
demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk
memerintah berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah pola
pemerintahan yang mengikut sertakan secaraaktif semuaanggota masyarakat

dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka

13 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,
PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010, him. 148
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legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan
mengontrolnya.

Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini
pemerintahnya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para
warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui
persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam
mediamassa'*.

Menurut Encik Muhammad Fauzan di dalam bukunya yang berjudul
“Hukum TataNegaraIndonesia”, demokrasiterbagi dalam duakategoridasar,
yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan.
Duademokrasi yang sering menjadi dasar suatu negara melakukan pemilihan.
Kita juga mengenal bermacam-macam demokrasi, ada yang dinamakan
demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin,
demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini
memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa”

atau“govermentorrulebythepeople”.

a. DemokrasiKonstitusional
Cirikhasdaridemokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa
pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang

terhadap warga negaranya. Demokrasi ini mendasarkan pada

14 Abdul Aziz Hakim, Op. Cit.,hlm. 174

23



kebebasan atau individualisme. Perumusan yuridis dari prinsip-
prinsip ini terkenal dengan rechtstaat (negara hukum) dan rule of
law®®.
b. DemokrasiyangBersandar atasPaham Komunis
Dalam pandangan kelompok aliran demkorasi yang
mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap
ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat
pemaksa yang akhirnya lenyap sendiri dengan munculnya
masyarakat komunis*.
c. DemokrasiRakyat
Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah
bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar.
Bentuk khusus ini berkembang di negara-negara Eropa Timur
seperti Cekoslovia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria serta

Yugoslavia, dandiTiongkok!'.

d. DemokrasiParlementer
Dalam konsep ini ada hubungan erat antara badan eksekutif
dengan badan legislatif, atau parlemen, atau badan perwakilan
rakyat. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada

suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet ini

31bid.,hIm.201
8 bid., hIm.202
71bid., hIm. 203
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mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya, terutama dalam
lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat, yang
menurutajarantrias politika Montesquieu diserahitugas memegang
kekuasaan perundang-undangan, atau kekuasaan legislatif. 8
Sehingga dapat disimpulkan bahwan demokrasi ini adalah
demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen terhadap jalannya
pemerintahan.
e. Demokrasi Terpimpin
Dalam konsep ini, para pemimpin percaya, bahwa semua
tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilu. Lalu
banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional,
seperti lebih didominasi oleh presiden dan terbatasnya peran partai
politik™®,

Sungguhpun demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini
sebagai salah satu bentuk sistem politik yang terbaik untuk mencapai
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara, tetapi dalam kurun waktu
60 tahun bangsa Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih
mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik
yang masih dalam proses menentukan format system politik ideal yang sesuai
dengan cita-cita demokrasi, sebagaimana yang digagas oleh the founding

fathers®

181bid., him. 204
B¥1bid., hIm. 205
20Ni’matul Huda, Hukum Tata... Op. Cit.,hIm. 270
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B. Kajian Tentang Pemilu

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan
selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian
pemimpin, karenapemilu, politikdanpergantian pemimpinsaling berkaitan.
Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah
saranakedaulatanrakyat untuk memilihanggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pemilihan
umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan
berpendapat dan berserikat, dianggap dapat menggambarkan dengan akurat
partisipasisertaaspirasirakyat.

Selain itu pemilu adalah suatu bentuk carauntuk melaksanakan azaz-
azaz demokrasi, pemilu biasanya dilaksanakan di Negara-negara
demokratis, kemudian dianggap cara paling baik sebagai sarana

menyampaikanaspirasirakyat.

Pelaksanaan pemilihanumumdi Indonesia berdasarkanpadalandasan
sebagaiberikut:
a Landasan Idil yaitu Pancasila : Sila ke empat Pancasila yaitu :

Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
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permusyawaratanperwakilan.

b. LandasanYuridis—Konstitutisional, yaitu UUD NR11945: Pemilihan
umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur
danadil. Asas pemilu ini bisadisebut Luber Jurdiyang merupakan hak
setiap warga Negara Indonesia dalam memiliki wakil-wakil rakyat.
Pemilihan umum salah satu fungsinya adalah sarana konversi suara
rakyat dan perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan
pemerintahan yang berdasarkanPancasiladan Undang-Undang Dasar
1945. Dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah, tidak
terlepasdariberbagaibentuk pelanggaran.

Untuk itu didalam pemilihan umum dembaga Independen yang telah
dibuat pemerintah tiga lembaga yang harus bersikap netral dalam
PenyelenggaraPemilu DalamPasal 1 Ayat (7) UUNo 7 Tahun 2017 berbunyi
bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiriatas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu,
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara
langsung oleh rakyat.” #!Dari pasal tersebut menyatakan bahwa Bawaslu

yang berperan dalam pengawasan wajib bertanggung jawab dalam seluruh

21pasal1 Ayat(7) UUNo07 Tahun 2017
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tahapan pemilu. Dan bawaslu memiliki jargon yaitu mengawasi, memiliki
semangatakankesuksesanpenyelenngaraanpemilu.
Prof. Mirriam Budiarjo ??maupun Jean Blondel **secara umum
membedakansistempemilihanumum menjadiduaprinsip pokok, yaitu:
1. Single-member constituency (Mahfud MD dan International
IDEA menyebutnya dengan istilah Sistem Pluralis) yakni suatu
daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem
Distrik.
2. Multi-member constituency atau daerah dengan pemilihan

beberapawakil, biasanyadisebut SistemPerwakilan Berimbang.

Selain kedua sistem pemilu diatas, oleh Mahfud MD ditambah satu
lagi sistem pemilu, yaitu SistemSemi Proporsional. Dalam sistem ini, partai
politik yang tidak dapat dukungan suaraterbanyak masih dapat memperoleh
perwakilan. Namun sistem ini tidak dirancang untuk memberikan alokasi
perwailan dengan persentase suara yang diperoleh partai politik dengan
sistemProportional Representation. 24

a. SistemPluralitas/Distrik
Mahfud MD menjelaskan sistem distrik ditentukan atas
kesatuan geografis dimana setiap geografis yang disebut

distrik hanya memilih seorang wakil. Sehingga, sistem ini

22 Agus Effendi, Op.Cit, h. 305-306

ZVeriJunaedi et.al, 2013, Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik
dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR,DPDdanDPRD, Yayasan Perluden, Cetakan I, April 2013,h. 103

24 Jayanti Puspitaningrum, Op.Cit,h. 35
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mengatur, dalam hal untuk dapat terpilih dalam suatu daerah
pemilihan (distrik), seorang kandidat atau beberapa orang
kandidat harus memenangkan sejumlah tertinggi dari suara
yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara

yangsahdalamdistriktertentu.?®

Ada beberapa keungguulan dari Sistem Distrik adalah sebgai
berikut:°

1. Sisteminilebih mendorong kearah integrasiparpolkarenakursiyang
diperebutkandalamsetiapdistrik pemilihanhanyasatu.

2. Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung
dan akan mendorong kearah penyederhanaan partai tanpa ada
paksaan.

3. Wakil yang dipilih dapatdikenal oleh komunitasnya sehingga
hubungannya dengan konstituen lebih erat dan orang yang telah
terpilihakan cenderung memperjuangkankepentingandistriknya.

4. Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen

sehinggatidak perlu mengadakankoalisi.

f.  SistemRepresentasiProporsional
Sistem  Representasi  Proporsional adalah  proses

mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di

%1bid,h.34
26 Budiono, 2017, Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi
Indonesia, Jurnal limiah DuniaHukum Vo. 13No. 1 Oktober 2017, h. 39
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lembaga legislatif. Sistem ini mensyaratkan penggunaan daerah
pemilihan dengan lebih dari satu wakil. Atau dengan kata lain
presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada
tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang
diperolehtiap-tiap parpol.?’
Secara umum kelebihan sistem proporsional adalah sebagai
berikut:?®

1. Sistem Proporsional bersifat repesentatif karena setiap suara ikut
diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini
cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili para
pemilhnya. Hal ini menghilangkan kesenjangan antara suara nasional
denganjumlahkursidiparlemen.

2. Sistem Proporsional memungkinkan terpilhnya wakil dari kelompok
minoritas dan mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang
inklusifdansecarakomunal berbeda-beda.

3. Sistem Proporsional memungkinkan partai minoritas untuk
memperoleh kursi di parlemen dan terwakilinya golongan yang kecil
dalam lembagaperwakilan.

g. SistemCampuran
Sistem pemilu campuran berusaha menggabungkan sisi-sisi positif
sistem pluralitas. Dalam sebuah sistem campuran terdapat dua sistem

pemilu yang menggunakan formula berbeda yang berjalan berdampingan.

27Budiono, Op.Cit,h.39
28 Muhadam Labolodan Teguh Ilham, Op.Cit,h. 77
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Suarayang diberikan oleh parapemilih yang sama dan diberikan kontribusi
bagi pemilihan perwakilan dengan menggunakan semua sistem. Indonesia
termasuk salahb satu yang memilih sistem campuran ini karena kegagalan
sistem proporsional dalam menjawab masalah utamanya, yaitu seberapa
besar tinkat kemungkinan sistempemilu yang diterapkan menghasilkan
kekuatan mayoritasdiparlemen danadalah jaminan bahwa penerapnsistem
pemilu dapat menyederhanakan partai secara alamiah. Hasil pemilu sejak
1995, 1999, 2004, 2009 telah menunjukkan kegagalan itu. Sistem PR gagal
mengantarkan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen dan adanya
akuntabilitasanggota DPRterhadap konstituennya?®.
C. Pemiludilndonesia
Pada tahun 1955 negara Indonesia bsia dikatakan sebagai negara yang
baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi. Demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana rakyat
berperan langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan tertinggi dipegang
oleh rakyat .Sarana dari demokrasi adalah pemilihan umum yang ditujukan
untuk menampung aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum
adalah mekanisme politik yang berhubungan erat dalam sistem politik
demokrasi dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan
aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon-calon yang mereka

dukung.®°

2% Moch. Nurhasim, 2014 Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem
Presidensial Di Indoneisa, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1Juni 2014, h. 153
30 Ahmad Syafii “DemokrasidanNegaraHukum”, JurnalHukum,Vol.3Nomor16Juli1996, him.380
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Pergeseran kekuasaan seperti pergantian pimpinan negara (suksesi)
dan pimpinan pemerintahan, perubahan haluan negara dan politik secara
konstitusional aman dan teratur tanpa kekacauan dan kekerasan atau kup
adalah dengan pemilihan umum. Sejarah pemilihan umum di Indonesia
dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan
umum nasional sudah diumumkan pada 5 Oktober 1945, kemudian pada 1946
diadakan pemilihan umum di Karesidenan Kediri dan Surakarta yang
cakupannyauntuk lokal saja sedangkanuntuk skala nasional masih belum bisa
terealisasikan.

Bahkan sejak tahun 1950, janji-janji mengenai pemilihan umum
nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet. Dalam
kenyataannya, pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan umum untuk
mengurus hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan pemilihan umum,
ditambah dengan adanya gerakan menentang diadakannya pemilihan umum
yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota
parlemen sementara, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemilihan
umum. Pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum yang
disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya
dilakukan oleh kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh
kabinet Ali Sastroamidjojo dan kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet
Wilopo mempersiapkan rencana undang-undang dan mengesahkan
undangundang pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan

pemilihan umum sampai tahap kampanye kemudian diganti kabinet
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Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu
pemungutan suara. Peristiwa yang mendorong dan mempercepat adanya
pemilu1955iniialahPeristiwa 17 Oktober 1952, yaituterjadinyademonstrasi
di depan Istana Negara dan pengrusakan gedung parlemen oleh para
demonstran dengan tujuan meminta pembubaran parlemen 3. Pada tahun-
tahun awal kemerdekaan, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri belum
stabil karenasaat itu Indonesia sedang menghadapi serangan dari Belanda dan
sekutunya yang bermaksud untuk menguasai kembali Republik Indonesia.
Oleh karena itulah pembahasan ini menjadi menarik, jika melihat upaya
pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama di
negara Indonesia ini agar berjalan sesuai harapan ditengah kondisi politik
dalam negeri yang tidak kondusif. Walaupun demikian, oleh berbagai
kalangan pemilihan umum 1955 dianggap sebagai pemilihan umum yang
terbaik diantara beberapa pemilihan umum yang telah dilaksanakan di
Indonesia karena dianggap jauh dari kecurangan dan bersih dari hal-hal yang
berbau politik ketika negara Indonesia baru tumbuh dan berkembang menjadi
negarayang berdemokrasi.

Pada dasarnya demokratis tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu
ditentukan oleh beberapa unsur, yang salah satunya yaitu sistem pemilu
32 padadasarnya, antaranegarademokrasi dan negara huum ibarat duasisidari

satu mata uang. Tanpa dukungan penegakan hukum, negara demokrasi tidak

81lmam Suhadi, 1981: 6
321hid,h.300
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akan pernah terwujud, sebaliknya tanpa kehidupan politik yang demokratis
maka hukumtidak akandapatditegakkan.

Pemilihan umum 1971 merupakan pemilihan umum yang
dilaksanakan pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Setelah gagalnya G 30 S/PKI tahun 1965 kehidupan politik Indonesia
mengalami perubahan yang drastis dan prinsipil. Pertama berakhirnya
kepemimpinan Presiden Soekarno dan runtuhnya sistem politik demokrasi
terpimpin, kedua meningkatnya peranan ABRI dan yang ketiga adalah
lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan sistem politik
Demokrasi Pancasila. Semenjak memegang kendali kekuasaan, pemerintah
OrdeBaruyang bertekad untuk melaksanakanPancasiladan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen, bersifat anti komunis dan berorientasi kuat pada
pembangunan mencoba untuk membangun sistem pemilihan umum yang
mampu memelihara stabilitas pemerintahan. Salah satu tugas penting yang
harus dilaksanakan Presiden Soeharto adalah menyelenggarakan pemilihan
umum, hal ini telah diputuskan oleh MPRS dalam Ketetapan No.
X1/MPRS/1966.

Pada tanggal 24 November 1966 Presiden Soeharto menyampaikan
sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kepartaian, keormasan,
dan kekaryaan kepada DPR-GR. tetapi menjelang Pemilu 1971 Rancangan
Undang-Undang tersebut belumterselesaikan sehinggadalam pasal peralihan
dinyatakan bahwa Partai Politik, Ormas dan Golongan Karya boleh

mengambil bagian dalam pemilihan umum. Presiden Soeharto juga
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memperbolehkan partai yang awalnya direhabilitasi yaitu Partai Murba untuk
ikut menjadi peserta dalam pemilihan umum. Golongan Karya merupakan
gabungandari7 KINO63 (Kelompok Induk Organisasi) yaitu Soksi, Kosgoro,
MKGR, Gakari, Porfesi, Ormas Hankam dan Gerakan Pembangunan yang
kemudian munculdengansatutandagambar padapemilihanumum1971.

Pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden Soeharto menyarankan
pengelompokan partai-partai  politik, yang mengemukakan bahwa
partaipartai tersebut bertujuan untuk mempermudah kampanye pemilihan
umum tidak untuk melenyapkan partai. Setiap partai memiliki identitasnya
sendiri, pengelompokan partaitersebutantaralainadalah golongan nasionalis,
golongan spiritual dan golongan karya. Terhadap gagasan ini maka IPKI dan
PNI merupakan dua partai yang memberikan dukungan. Padatanggal 9 Maret
dibentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan atau Kelompok Material
Spiritual yaitu kelompok partai yang menekankan padapembangunan materiil
tanpa mengabaikan aspek spiritual yang merupakan gabungan dariPNI, IPKI,
MURBA, Parkindo danPartai Katolik.

Kelompok yang kedua adalah Kelompok Persatuan Pembangunan
atau Kelompok Spiritual Materiil yaitu kelompok partai yang menekankan
pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek materiil yang terdiri atas
NahdlatulUlama, Parmusi, PSI1danPerti.

Berbeda dengan pemilihan umum periode sebelumnya yaitu

pemilihan umum 1955.3® Berazaskan pada kebersamaan dan LUBER

33 Feith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
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(Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), maka pada pemilihan umum 1971
hanya berazaskan pada Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).
Adapunketerangandarimasing-masingsifattersebutantaralain:

1. Langsung Adalah setiap pemilih memberikan suaranya secara
langsungtanpaperantaraataudiwakilkanoranglain.

2. Umum Adalahsetiap WNI yang telah memenuhisyarat dapat ikut serta
menggunakan hakpilihnyadalampemilihanumum.

3. Bebas Adalah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin
keamanannya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa
adanyapaksaandantekanandaripihak manapun.

4. Rahasia Adalah pilihannya dijamin oleh peraturan dan tidak akan
diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun ketika

menentukan pilihannya

Sistem pelaksanaan pemilihan umum adalah sistem perwakilan
berimbang dengan stelsel daftar. Sistem ini sering di sebut sebagai
proporsional representation system atau multy member representation
menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah
pemilihan. Peran partai politik menjadi penentu dan bukan terbatas pada
fasilitas belaka. dalam sistem ini suatu kesatuan administratif misalnya
Propinsi, jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi
di parlemen, artinya rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan

rasioperolehankursidalamparlemen.
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D. BadanPengawasPemilu

Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut Bawaslu ialah Lembaga
Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok
melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang
meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu
merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya
selama5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam
pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945yangberbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
yangbersifatnasional, tetapdanmandiri”.

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan
tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-
lembaganegara, yakni:

a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan
yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan
Bawaslutentangpenyelesaiansengketa;

b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas

pengawasan;dan
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c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam
menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan
penyelesaiansengketa

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum
tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai
dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.
Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk
untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu menerima pengaduan,
sertamenanganikasus-kasus pelanggarandalamprosespemilu.

Berdasar Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
PemlihanUmum, pengawas pemilu yaitu 3:

1. PengawasanPenyelenggaraanpemiludlakukanoleh Bawaslu.

2. Bawaslusebagaimanadimaksudayat(1)terdiriatas:

d. Bawaslu

e. BawasluProvinsi

f. Bawaslu Kabupaten/kota

g. PanwsaluKecamatan

h. PanwasluKelurahan/desa

i. PanwasluLN

J. PengawasTPS.

3. Bawaslu, Bawsalu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN Pengawas TPS

34pasal 89 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
istimewa yangdiaturdalamundang-undang.
4. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawsalu Kabupaten/Kota bersifat
tetap.
5. Panwaslu Kecamatan, Panwaaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan
Pengawas TPS, sebagaimanaayat (1) bersifatad hoc.
Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Tugas
Bawaslu sebagai berikut3:
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan
Pemiluuntuk pengawas pemiludisetiaptingkatan;
b. Melakukanpencegahandanpenindakanterhadap;
1. Pelanggaranpemilu
2. Sengketaprosespemilu.

c. MengawasipersiapanPenyelenggaraanPemilu, yangterdiridariatas

1. Perencanaandanpenetapan jadwaltahapanpemilu;

2. Perencanaanpengadaanlogistik;

3. SosialisasiPenyelenggaraanPemilu;dan

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu

sesuai denganketentuanperaturanPerundang-undangan.

% pasal 93 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang

terdiriatas:

1.

10.

11.

Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara
dandaftar pemilihtetap

Penataan dan penetetapan daerah pemilihan DPRD
Kabupaten/Kota.

PeneteapanpesertaPemilu.

Pencalonan sampai dengan peneteapan Pasangan calon, calon
anggota DPR, calon anggota DPD, dan anggota DPRD sesuai
denganketentuanundang-undang

Pelaksanaankampanye dandanakampanye.

Pengadaan logistik pemiludanpendistribusiannya

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
pemiludi TPS.

Pergerakan surat suara, berita suara penghitungan suara dan hasil
sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke
PPK.

RekapitulasisuarayangdilakukandiPPK, KPU Kabupaten/Kota,
KPUPovinsi,dan KPU

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,Pemilu
lanjutandanPemilu Susulan.

Prosespenetapan hasil pemilu.
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Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan
Wewenang Bawaslu sebagai berikut :

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undanganyang mengahrr mengenai Pemilu.

b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi
Pemilu

c. Memeriksa, mengkaji,danmemuttrspelanggaranpolitikuang

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memuhrspenyelesaiansengketaprosesPemilu;

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersanglmtan mengenai
hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
KepolisianRepublik Indonesia;

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu Provinsidan Bawaslu Kabupaten/Kotasecaraberjenjang
jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten berhalangan
sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan
ketenftranperaturanperundang-undangan;

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait

dalam rangka pencegatran dan penindakan pelanggaran

%6 pasal 95 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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administrasi, pelanggarankode etik, dugaantindak pidana Pemilu,
dansengketaprosesPemilu;

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan
denganketentuanperaturanperundang-undangan

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan
PanwasluLN;

J.  Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu
Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota
PanwasluLN;

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan
KewajibanBawaslu sebagaiberikut®’:
a. Bersikapadildalam menjdankantugasdanwewenangi
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugasPengawasPemilupadasemuatingkatan
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan
DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau

berdasarkankebutuhan.

37pasal 96 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan
data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahrrEln
perundang-undangan;dan

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

E. PemiludalamPerspektiflslam

Hubungan agama dan pemilihan umum saling berkaitan dimana
agama mengakui adanya hak untuk menjadi pemimpin dan dalam agama
istilahpemilihanumumdisebut wakalahsedangkan pemilihanumumpunjuga
mengakui adanya hak pilih sebagai bentuk implementasi sarana pemenuhan
hak masyarakat yang sesuai dengan landasan yuridis konstitusional
berdasarkanPancasiladan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1ayat (2)
yang berbunyi, "Kedaulatan beradaditanganrakyat dandilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua Hal ini
menunjukan bahwasanya dengan adanya pemilihan umum maka kedaulatan
rakyat bisa direalisasikan. Para ulama pun bersepakat bahwasanya wakalah
atau pemilihan umum dalam Islam diperbolehkan, dan disunnahkan karena
sejatinya wakalah bagian dari ta“awun atau tolong menolong atas dasar
kebaikan dantagwa. Tolong menolongdalam Islam diserukan oleh Al-Qur‘‘an

dandiSunnahkanolehRasulullahsaw

SebagaimanaFirman Allahswtdalam QS. Al-Maidah/2:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan)
bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan
gala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari
karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan
ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada
suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam,
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada
Allah,sungguhAllahsangatberatsiksaan-Nya.
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38 Kementrian AgamaRlI, QS. Al-Maidah/2, (Jakarta: Kementrian AgamaRI,2018) 231
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Demikian juga tugas lain Pengawas Pemilu seperti mengawasi
pelaksanaan Peraturan KPU agar berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan
adalah dimensi yang bernilai ibadah. Pengawas pemilu mengawasi dan
mengingatkan penyelenggara pemilu, KPU agar dalam melaksanan proses
dantahapan pemilutidak melanggar aturan yang ada. Tugas inisenada dengan
firman Allah:

“Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim

kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu
mendapatazabyangpedih®. (QS.Asy-Syura:42).

Kemudian, di antarawewenang Pengawas Pemilu yang cukup penting
dansesuaidenganajaran Islamadalah menerima, memeriksa, memediasi atau
mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
Menerima laporan baik dari peserta pemilu, masyarakat dan sebagainya
adalah pekerjaan mulia. Pengawas Pemilu adalah institusi yang memiliki
otoritas dan power (biyadih) dalam menerima, memeriksa, dan sebagainya
terhadap penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan yang

ada. Diatur jugabahwasetiap Komisioner Pengawas

Pemilu dalam menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi
maupun dalam memutuskan permasalahan yang terjadi dalam pemilu
dilakukan dengan sopan, adil, tidak diskriminasi, dan sebagainya,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama tentang Kode Etik
PenyelenggaraPemilu. Diantarapoinpentingnyaadalahtidak memihak, tidak
diskriminasi, dan menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-

undangan.
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Dalam Islam terdapat dua diametral pemikiran terkait pelaksanaan
pemilu termasuk lembaga-lembaga penyelenggaranya. Pendapat pertama
mengatakan bahwa pemilu dengan sistem demokrasi one person (man) one
vote adalah bukan bersumber dari ajaran Islam. Mazhab pemikiran ini
beralasan: Pertama, tidak pernah padazaman Nabi saw dan Khulafaurrasyidin
serta era Khalifah Islamiyah menggunakan sistem demokrasi dalam suksesi
pemilihan kepala daerah dan anggota DPR/MPR (Majelis Syura; Ahlu Halli
wal ‘Aqdi). Di antara tokoh Islam yang menolak mentah-mentah sistem
demokrasi (pemilu) atau “Blok Kontra” adalah Al-Farabi, Sayyid Qutub, Al-
Sya’rawi, Hasan At-Turabi, Al-Maududi, Abdul Qadir Zallum, Muhammad
Igbal, Muhammad Yusuf Musa, Fathi Ad-Darini, dan lain-lain. Al-Farabi
misalnya menjelaskan bahwa suksesi kepemimpinan yang terbaik adalah
ditunjuk langsung, bukan dengan cara melibatkan seluruh warga negara.
Bahkan Al-Farabi dengan tegas mengatakan bahwa negara yang menganut
sistem demokrasi adalah pemerintahan jahiliyah  (al-madaniyah al-

jahiliyah).

Para pemikir Islam bermazhab kontra ini memberi alasan bahwa
pemilu yang melibatkan setiap warga negara meskipun yang sudahakil baligh
akan menimbulkan friksi-friksi dalam Islam, dan hal ini kontradiksi dengan
firman Allah Surah Ali-Imran ayat 103 dan Al-An’am ayat 159 yang
menekankan umatnya agar tidak terpecah belah dan tidak berpartai
(bergolongan). Esensi Islam adalah wahdatul islamiyah (persatuan umat).
Seperti ditegaskan dalamkitab Asy-Syawi, “Rasulullah saw telah menyeru
manusia kepada penyatuan manusia dengan melebur ashabiyah (faham
fanatisme golongan), membasmi chauvisme, dan mengubah status dan derajat

manusia.”

Terkait persoalan di atas, Beliau menjelaskan bahwa Islam melarang
perpecahan karena terlibat diri dalam partai (perpecahan) bukan sifat orang

yang beriman, melainkan sifat-sifat orang musyrik. Selain itu, para
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cendikiawan Muslim juga beralasan dengan beberapa firman Allah lainnya
yang melarang umat Islamterpecah, seperti ditegaskan dalam Surah Al-Anfal
ayat46.

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih,
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan
bersabarlah. Sungguh, Allahbesertaorang-orangsabar.” (QS.Al-Anfal:46).

Diperkuat dengan Hadis yang menegaskan, “Janganlah kamu saling
berselisih, karena umat sebelummu telah berselisih, sehingga mereka
binasa/runtuh.”.

Sementara pihak yang pro dengan sistem demokrasi seperti
Muhammad Husein Haikal, Yusuf Al-Qardhawi, Rasyid Ridha, Muhammad
Abduh, Syaikh Muhammad Syaltut, Ali Abdur Razaq Haikal, Toha Husein®,
Fazlur Rahman, dan lain-lain. Ulama terkemuka asal Timur-
Tengah,mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi sejalan. la
mengiyaskan antara imam salat dan makmumnya. Jika imam salat tidak

disukaiolehmakmum, maka iatidak tepat menjadiimamsalat*°.

Diakui bahwa antara pemilu dan Penyelenggara Pemilu terdapat
hubunganyang sangat erat, di mana salah satu Penyelenggara Pemilu menurut
UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Pengawas Pemilu.
Pengawas Pemilu ada karena ada penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya,
apabila diharamkan pemilu, maka kerja Pengawas Pemilu pun demikian.
Namun bagi yang membolehkan pemilu bahkan menganjurkannya, maka
hukum keberadaan Pengawas Pemilu pun menjadi urgen dan bahkan menjadi

suatukeniscayaan (wajib).

Bagi Pengawas Pemilu, kerja untuk mengawasi proses dan tahapan
pelaksanaan pesta demokrasi agar berjalan sesuai aturan adalah kerja berat,

penuh tantangan, dan tentunya berisiko. Dalam kacamata syariat, tugas

3Yusuf Al-Qardhawi
40HaditsRiwayat. Muslim
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Pengawas Pemilu tidak jauh berbeda dengan tugas amar makruf dan nahi
munkar, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah
pelanggaran hukumsertamenyelesaikan permasalahanyang timbulagar tidak
timbul masalah baru antar-masyarakat, baik yang terlibat langsung (caleg, tim
kampanye dan penyelenggara pemilu; KPU/KIP) maupun tidak, seperti

kepolisian, pemantaupemilu, danlain-lain.

Dalam pesta demokrasi, seorang Pengawas Pemilu tugasnya bukan
hanya mengawasi saja, termasuk pula mengajak kontestan dan masyarakat
agartidak melakukanpelanggaran pemilualias mengajak berkompetisisecara
sportif. Demikian juga Pengawas Pemilu menyeru masyarakat ataupun
stakeholder pemilu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat
merugikan orang lain alias tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu
ciri orang mukmin adalah menjadi generasi terbaik bangsa (khaira ummah).
Tidak sedikit jalan untuk menjadi khaira ummah, salah satunya adalah
mengawasi pestademokrasi dengan penuh amanah, tanggung jawab, adil, dan
berintegritas. Jika diperhatikan secara seksama terdapat beberapa tugas,
wewenang, dankewajiban pokok Pengawas Pemilu yang sesuaidenganajaran

Islam.
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BABIII

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PeranBawaslu Kabupaten Semarang dalam menangani proses sengketa
pemilu

Sebagai bentuk pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pengawas Pemilihan Kabupaten
Semarang merupakan jajaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesiaditingkat ProvinsiJawa Tengah.

Adapun Stuktur Organisasi: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Semarang. Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Semarang melalui tahapan proses seleksi baik administrasi, tes tertulis, tes
kesehatan serta psikologi dan tes wawancara oleh Tim Seleksi yang dibentuk
oleh ahli Independen. Tahap seleksi terakhir berupa tes pemeriksaan
kesehatan lanjutan, dinamika kelompok calon, tes wawancara calon Bawaslu
dan penyerahan nama kepada Presiden. Setelah melalui berbagai tahapan
seleksi, terdapat 6 (enam) nama hasil seleksi yang kini telah diserahkan ke
Bawaslu RI untuk nantinya dipilih menjadi 3 (tiga) orang. Kemudian
dilakukanpelantikanoleh Bawaslu Rl padatanggal 20 September2017.

Susunan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang
adalahsebagaiberikut:

k. Mohammad Talkhis, S.Pd. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten
Semarang dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar

Lembaga.
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. Agus Riyanto, S.P., S.H sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten
Semarangdan Koordinator Divisi TimPertimbangan PPID

2. Andi Gatot Anjas Budiman, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten

Semarangdan Koordinator Divisi TimPertimbangan PPID.

3. Syahrul Munir, S.E. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan

Koordinator Divisi TimPertimbanganPPID.

4. UmmiNu’Amabh, S.Pd.. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang

danKoordinator DivisiPenindakandanPenyelesaian Sengketa.

5. Marjiono, S.H.. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan

AtasanPPID.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2019 di
Kabupaten Semarang, peran Badan Pengawas Pemilu dalam pemilihan
Umum mempunyai peran sebagai pengawas. Bawaslu Kabupaten Semarang
juga mempunyai peran sebagai lembaga yang memutus perkara untuk

menerimadan mengidentifikasi.

Laporan-laporan yang berupa indikasi pelanggaran ditemukan Badan
Pengawas sendiri maupun yang diadukan oleh masyarakat kepada Badan
Pengawas untuk dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut.Dalam
menjalankan amanat Negara sebagai penyelenggara Pemilihan dan dalam

rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum
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1.

2.

Kabupaten Semarang berdasarkan peraturan Perundang — undangan yang

berlakuantaralain:

Undang—Undang Nomor 15 Tahun2011 Tentang PenyelenggaraPemilu
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi
Undang- Undang. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati,danWali Kotamenjadi Undang- Undang.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur SipilNegara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupatim serta Wali Kota
danWakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PanitiaPengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,
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Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat
PemungutanSuara.

6. PeraturanBadanPengawasPemilihan Umum Republik IndonesiaNomor9
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

SertaWalikotadan Wakil Walikota.

Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga kePemiluan yaitu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017. “'Tentang
Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang
cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan
Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan
kualitas daripenyelenggaraan Pemilu yang memberikankepastianterhadap
tegaknyakedaulatandan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukanoleh
profesionalitas, kapabilitas, dankredibilitasdarilembagatersebut.

Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak
padawewenang penyelesaian sengketaPemiluyang dalam Undang-undang
No. 22 Tahun200742. sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu. Dalam
Pasal 259 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan

Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat finaland binding dan

41UU.No.07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
42UUNo. 22/2007 diundangkan pada 19 April 2007
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yang terakhir sudah di tentukan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang PemilihanUmum

Selain itu ada pendapat dari Ramlan Surbakti*®, yang turut
memberikan kontribusi pendapat mengenai pentingnya peran dari Bawaslu
ini, bahwasannya ia menuturkan untuk menegakan hukum dan
menyelesaikan sengketa Pemilu perlu dilakukan reformasi sistem
penegakan hukum secara institusional. Reformasi institusional yang
dimaksud adalah transformasi Bawaslu menjadi Komisi Penegak Hukum
Pemilu (KPHP). Beranjak dari pemaparan diatas, penulis merasa perlu
untuk melakukan sebuah kajian terhadap pentingnya peranan Bawaslu
dalam penegakan hukum pidana terkait penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia, hal ini dilakukan untuk mengupayakan sebuah kesatuan format
yang secara fungsional antara penegakan hukum dengan fungsi
pengawasan, sehingga perlu adanya penambahan kewenangan terhadap
LembagaPengawasPemilu khususnyadalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara umum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
maka terkait dengan bentuk penguatan Bawaslu khususnya dalam
penegakan hukum Pemilu pada penyelenggaraan proses Pemilu di
Indonesia, akan menawarkan konsep yang menjadi indikator dalam bentuk
penguatan kewenangan serta kelembagaan ini yang dapat memperkuat dan
cenderung akan sangat efektif implementasinya dalam penegakan hukum

pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terkait dengan solusi dalam

“#3Ramlan Surbakti, “Penegakan Hukum Pemilu”, dalam Kompas, 16 Desember 2016, him. 3-5
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peranan Bawasludalampenyelenggaraan Pemiludilndonesia, ialahdengan

melakukan sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun

2017, Tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang di mana mengatur mengenai

fungsidankewenanganyangdimilikiolehBawaslu.

Adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dapatlah dijelaskan

secaraumumsebagai berikut:

1.

2.

Mengawasitahapanpenyelenggaraan pemilu.

Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan
pemilu.

Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU
provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi
lainnyauntukditindaklanjuti.

Mengawasitindak lanjutrekomendasi.

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
melaksanakan Tugas danwewenang lain ditetapkan oleh undang-
undang (untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu
kabupaten/kota.

Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk
Pengawas Pemilu lapangan), dan melaksanakan tugas lain dari

Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan

Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang ; Memberikan rekomendasi kepada

KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
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administratif atas pelanggaran; dan Memberikan rekomendasi kepada yang
berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung
unsurtindak pidanaPemilu.

Sebelumnya lembaga ini hanyalah dibentuk untuk melakukan
pengawasan Pemilu dan menerima laporan untuk selanjutnya dikaji dan
direkomendasikan atau dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, yakni
dengan menguatkan kewenangan dan fungsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota
berdasar padaPasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun2017 #:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di  wilayah

kabupaten/kotaterhadap;

1. PelanggaranPemilu;dan

2. SengketaprosesPemilu

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di

wilayahkabupaten/kota, yang terdiriatas;

a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementaradan daftarpemilihtetap

b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonananggotaDPRD kabupaten/kota.

c. PeneteapancalonanggotaDPRD kabupaten/kota.

d. Pelaksanaankampanyedandanakampanye.

e. Pengadaanlogistikpemiludanpendistribusiannya

44pasal 101 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
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Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
pemilu

Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah
kerjanya

Pergerakan surat suara, berita suara penghitungan suara dan
hasil sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS
sampaike PPK

Prosesrekapitulasi suarayang dilakukanoleh KPU kabupaten/
kotadariseluruhkecamatan

Pelaksanaan  penghitungan dan pemungutan suara
ulang,Pemilu lanjutandanPemilu Susulan

Proses peneteapan hasil pemilu anggota DPRD

kabupaten/kota.

Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/

Kota.

Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

kegitan kampanye sebagaimanadiaturdalamundang-undangini.

Mengawasi pelakasaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/

kota, yangterdiriatas:

a. PutusanDKPP

b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa

Pemilu

56



c. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
kabupaten/kota

d. Keputusan KPU, KPU Provinsidan KPU kabupaten/kota

e. Keputusan pejabat pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimanadiaturdalamundang-undangini.

6. Mengelola ,memelihara, dan merawat arsip seta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
keputusanperaturanperundang-undangan.

7. Mengawasi pelaksaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota.

8. Mengevaluasipelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan
kewenangan kepada Bawaslu untuk menangani sengketa Pemilu. Dalam
Undang-Undang ini menjabarkan mengenai sengketa Pemilu yang dimaksud.
Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan
umum, yaitu sengketa Pemilu di definisikan sebagai sengketa yang terjadi

antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara
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Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota.

Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Bawaslu melalui
beberapatahapan, yaitu°:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesaikansengketaprosesPemilu.

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak
diterimanyapermohonan.

3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
penyelesaiansengketaproses Pemilumelaluitahapan:

a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu
b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai

kesepakatan melalui mediasiataumusywarahdanmufakat.

Berdasar pada Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum, putusan Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa proses
Pemilu merupakan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali
putusan mengenai sengketaproses Pemilu yang berkaitan dengan:“®

1. VerifikasiPartaiPolitik PesertaPemilu

45pasal 468 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
46 pasal 469 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota;dan

3. PenetapanPasanganCalon.

B. Hambatan DanSolusiBawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan ataupun Bawaslu Kabupaten
Semarang telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam
menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal inii juga didorong dengan
adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta
berbagaipihakyangterlibatdalamPemilihanUmum2019.

Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Semarang juga sudah di
selenggarakan dengan baik. Namun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum
atau Bawaslu Kabupaten Semarang mempunyai hambatan atau beberapa
faktor yang menyebabkan Bawaslu mendapat sedikit kesulitan dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Semarang. Beberapa
faktor tersebut dapat terlinat dari segi substansi hukum yakni kelemahan
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan kultur hukum yaitu budaya
masyarakatdiKabupaten Semarang. Hambatan atau kendalasebagai berikut:

1. Keterbatasan\Waktu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017
untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan

Umum atau Bawaslu dan pengawas Pemilihan untuk memutuskan,
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menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan
pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah temuan atau
laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta
dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta
keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari untun
dilaksanakan

Dengan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas
pemilihan sangat terbatas, karena kesulitan dari Bawaslu atau pengawas
pemilihan untuk mencari Temuanatau bukti pelanggaran Pemilihan sehingga

prosespenyelesaianpelanggaran pemilihan menjadi tidakmaksimal

1. TidakadaUpayaPaksa

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 14 Tahun 2017,
tidak memberikan kewenangan kepada lembaga Pengawas yaitu Bawaslu
sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnyauntuk mengawasi
serta menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran maupun laporan
pelanggarandalammelakukan “UpayaPaksa”..

Dalam proses pengkajian temuan pelanggaran oleh Bawaslu atau
pengawas pemilihan, dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang
diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk di klarifikasi. Dengan
keterbatasan waktu yang diberikan kepada Bawasluatau pengawas pemilihan
yaitu 3 (tiga) + 2 (dua) hari serta pihak yang diduga sebagai pelaku

pelanggaran tidak bersedia atau mangkir untukdiklarifikasi.
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Maka Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak memiliki daya paksa
untuk menjemput pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran karena
Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak memiliki kewenangan tersebut, itu
hanya diatur untuk beberapa lembaga negara, seperti aparat penegak hukum

lainnya.

2. Kultur

Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu hambatan
atau faktor bagi Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Kabupaten
Semarang dalam menyelesaikan pelanggaran. Budaya atau Kultur
Hukum tersebut dapat dilihat dari sua sisi, yang Pertama, Rendahnya
partisipasi masyarakat Kabupaten Semarang dalam melakukan
pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan Kabupaten
Semarang tahun 2019. Kedua,beberapa perwakilan Partai Politik
Kabupaten Semarang tahun 2019 dinilai kurang kooperatifdalam setiap
pemanggilan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan
calondan/atautimkampanye*’.

Disamping beragam tantangan di atas, Bawaslu juga terus berupaya
untuk secara serius menemukan solusi bagi problem dan tantangan berikut ini
yaitu®e;

Pertama, Capacity Building Bawaslu Kabupaten/Kota, Penguatan

struktur kelembagaan pengawas pemilu mempunyai arti penting tidak saja

47 Wawancara dengan lou Ummi Nu’Amah, S.Pd., Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan
Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (4 Januari 2022, pukul 14.00 W1B)
48 http://rumah pemilu.org, diakses padatanggal 25 Februari 2022.
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terhadap peningkatan peran dan fungsi pengawas pemilihan didaerah, namun
juga memberikan efek positif terhadap aspek psikologis para pengawas di
daerah yang selama ini memiliki masalah kepercayaan diri dengan fungsi dan
kewenangannya yang bersifat ad-hoc. Perubahan status kelembagaan
Panwaslu yang kini bersifat tetap dan berubah nama menjadi Bawaslu
memunculkan tantangan baru pula berupa penyiapan dan penguatan aspek
sumber dayamanusia.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya menekan persoalan SDM yang
sangat mungkin terjadi maka Bawaslu perlu menerapkan sistem meritokrasi
dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dimiliki oleh calon-calon
komisionernya yang akan direkrut di daerah, seperti kemampuan teknis dan
verbal, pengalaman, mental kepengawasan, keahlian, danterutama integritas.
Kombinasi gabungan berdasarkan bidang keilmuan atau latar pengalaman
padaunsur keanggotaan Bawaslu jugapenting untuk diadaptasikan.

Bidang keahlian hukum, komunikasi, politik, kepemiluan,
pengalaman keorganisasian dan pengalaman birokrasi akan menjadi
kombinasiyang ideal biladisesuaikandengankebutuhandivisiyangada.

Kedua, Pertaruhan Kepercayaan Publik Bawaslu, dimana Bawaslu
dengan kewenangannya yang semakin besar sebagaimana yang telah
diamanatkan undang-undang maka akan diiringi pula dengan meningkatnya
ekspektasi publik terhadap peran lembaga tersebut dalam mengawal
pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Catatan sejarah pemilu di Indonesia

tidak pernah lepas dari permasalahandan pelanggaran yang kerap mencederai
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asas dan prinsip pemilu demokratis. Oleh karena itu posisi Bawaslu akan
sangat vital dalam upaya menciptakan kualitas legitimasi hasil pemilihan
umum. Tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu yang bertengger pada
angka 71 persen berdasarkan hasil survey yang dirilis Lembaga Survei
Indonesia (LSI) bekerja sama dengan lembaga survei asal Washington DC,
IFES dipenghujungtahun2013 benar-benar dipertaruhkan.

Ketiga, Revitalisasi Tanggungjawab Fungsional Sekertariat, Selama
ini ada anggapan umum bahwa dinamika eksternal pada event politik adalah
tantangan terberat yang dihadapi Bawaslu sebagai salah satu unsur lembaga
penyelenggara pemilu. Padahal sesungguhnya dinamika pada internal
lembaga jauh lebih berat menguras energi pada jajarannya. Mencermati
berbagai keputusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu di daerah
khususnyadi jajaran Bawaslu/Panwaslu yang ternyatatidak saja menjatuhkan
vonis pada komisioner tetapi juga pada para staf pegawai Bawaslu
menggambarkan adanya beberapa persoalan di internal tubuh kelembagaan
yang perludihadapisecaraarifdanbijaksana.

Problem berikutnya juga adalah birokrasi sekertariat Bawaslu di
daerah masih didominasi oleh staf pegawai yang diperbantukan oleh
pemerintah daerah otonom. Kondisi ini membuka celah besar bagi elit dan
aktor-aktor politik untuk memanfaatkannya demi kepentingan politik. Para
staf yang ditempatkan oleh pemerintah daerah di lembaga Bawaslu memiliki
kecenderugan untuk meng“komoditas”kan loyalitas mereka dengan materi

atau jabatankepadapihakpihak tertentu.
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Sense of belonging para staf daerah sangat lemah terhadap Bawaslu
bahkan mereka dapat membentuk sel kubu tersendiri dalam tubuh lembaga
sehingga sangat mengancam soliditas, harmonisasi dan netralitas lembaga
penyelenggarapemilu.

Bahkan hal ini sangat potensial memunculkan kotak-kotak diametral
di tubuh internal lembaga. Penempatan pegawai organik Bawaslu Rl adalah
solusi teknis agar secara individu para staf sekertariat memiliki

tanggungjawab vertikal pada lembagatingkat pusat.

64



S

&
o
—
=
4

UNISSULA
WI@:‘:JL_H s h

65



S

&
o
—
=
4

UNISSULA
WI@:‘:JL_H s h

66



BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PeranBawasludalam Penyelesaian SengketaProses Pemiludi Kabupaten
Semarang.

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga Penyelenggara
Pemilu yang mengawasi Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dn penindakan
terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sedangkan untuk
penyelesaiansengketahasil menjadiranah Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Bawaslu juga mengawasi seluruh persiapan dan pelaksanaan
tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang dan
mengwasinetralitas ASN, TNIdanPOLRI.

Sebagaimana yang dijabarkandi atas, bahwa Bawaslu mempunyai peran
yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang
diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu,
disebutkan bahwa fungsiPengawas Pemilu yang dijabarkandalamtugas, wewenang
dan kewajiban Pengawas Pemilu. Hal tersebutlah yang perlu diperhatikan dari
penunjang untuk memaksimalkan peran Bawaslu sebai fungsi dan perannya untuk
penanganan sengketa yang ada dalam Pemilu, selain itu yang perlu diperhatikan

bahwasemuapengaduan haruslah melewatisatu pintu yaitu Bawaslu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun

2019

Dalam upaya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 , Bawaslu
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Kabupaten Semarang bertanggung jawab penuh atas laporan atau temuan yang
menjadi pelanggaran yang mereka temukan maupun yang telah dilaporkan oleh
masyarakat. terdapat 3 laporan atau temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan,
Daritotal 3 jenis laporan pelanggaran yang ditemukan adanya indikasi dan laporan
pelanggaran yang selanjutnya dinyatakan terbukti atau tidak terbukti merupakan
pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Dengan ini Bawaslu pun tidak
dapat bekerjasendirikarenabukaneksekutor melainkan dapat berkoordinasi kepada
Sentra Gakkumdu untuktemuanatau laporantindak pidanapemilihan, ke KPU untuk
temuan atau laporan pelanggaran Administratif serta dapat berkoordinasi dengan
Dewan KehormatanPenyelenggaraPemilu.

Dengan terselenggaranya Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten
Semarang, mengenai perlu adanya pengaturan yang ideal mengenai Badan
PengawasPemilihandalam menyelesaikanpelanggaranPemilihan KepalaDaerahdi
Indonesia, yaitu mengenai penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan
dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dengan
memberikan kewenanganlebih.

Dengan bertambahnya kewenangan-kewenangan strategis yang
diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu seperti kewenangan untuk menerima
laporan, memeriksa, dan memutus pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan
Masif), hal tersebut menjadi tantangan bagi lembaga ini untuk memaksimalkan
peran dan fungsi yudikatifnya untuk menciptakan sebuah formulasi hukum yang
tepat sekaligus mengukur dan mengantisipasi dampak sosial politik atas penerapan
sanksi pembatalan calon atau peserta pemilihan ditengah suasana dengan tensi
politik yang bergejolak. Begitupun halnyadengan kewenangan untuk menerimadan

memutus permohonan sengketa pemilihan juga menuntut Bawaslu di tengah waktu
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tahapan yang berhimpit-himpitanuntuk segeramemastikan hadirnyaparapengawas
pemilu di daerah yang sanggup berperan sebagai mediator danadjudikator sengketa
pemilihanyang benar-benarterlatih.
B. Saran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam
melakukan pengawasan sebagai lembaga pengawas pemilu perlu lebih
ditingkatkanuntuk pemilu dimasa-masa yang akan datang. Selain itu juga, aturan
harus lebih tegas dan harus diperkuat dalam hal pemberian sanksi, agar dapat
memberikan efek jera bagi pemangku kepentingan. Terus meningkatkan kualitas
penyelenggarapemilu, baik itu pengawas pemilu maupun KPU yang harus netral
sekaligusprofesional.

Terdapatsaran-saranyang diberikanantaralain:

« KepalaPemerintah selaku pembuat aturan, harapan lebih tegas dalam
membuat aturan-aturan terutama dalam hal penindakan. Karena
penindakan yang lemah tidak akan dapat memberikan efek jera bagi
semuapemangkukepentingan.

« KepadaBawaslu Kabupaten Semarang beserta jajaran penyelenggara
pemilu agar lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan koordinasi
dalamhalpengawasanagar lebihterlakasanadenganbaik.

« Kepada seluruh peserta pemilu, baik yang sudah mencalonkan
maupun yang akan mencalonkan di lain waktu, harapannya dapat

lebih memperhatikanaturan-aturan.
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